
Menimbang

SALINAN

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 3I TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAI{ YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022, d,an sebagai rincian lebih lanjut dari Peiianggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2e22, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban peli-ksanaan Angjaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarat 2e22 ;
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BUPATI BADUNG 

PROVINS! BALI 

SALINAN 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI BADUNG 
NOMOR 31 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Badung 
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022, dan sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ; 

l 
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Undang - Undang Nomor 69 Tahun
dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
(kmbaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 1655);

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia a250l ;

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun
2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Coronavirus Disease 2O19 (Covid- l9) dan/ atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman
yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2O04 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor
87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

Mengingat 

- 2­ 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II 
dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 4250) ; 

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/ a tau Dalam Rangka menghadapi Ancaman 
yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 
Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) 
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6. U,1!19;Undang l',lomor 15 Tahun 20O4 _tentang - Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara {kmlaran Negara Republik lndonesia Tahun 20b4 Nomor 66, Tamfifhai
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 1O4, Tambahan Lemlaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Un9ang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundans-
undangan (Lembaran Neglg Republik Indonesia Tahun 2ol1 Nomor 92, Tambaha*n
l,emtn ra n Negara Reprrblik Inclhnesia Nomor 524j) sehagaimana telah rtirrhah i-reheraoa kaliteralhrr dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahdn 2OI2 ter,tarrg Perubahan Keduh Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratiran Perundans-undansan
(l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 202 | Nomor 143, Tambahan Lemba"ran Negira
Republik Indonisia Noinor 6801)

Undang-Undang Nomnor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nepubtik IndonesiiNo-oissazl
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2i
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang,Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipaa Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6g56;;

Perattlran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 te;tang Pengelolaan Keuangan Badan Layana:l
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Timbahan Lem"baran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah
Nomor 74 Tahun 2O 12 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2OO5 tentang
P-engelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahwn 2OI5,
Nomor 17 I , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesii Nomoi Se+O;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(rm!||a1 Ng8arq Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 138, Tambahan LembJran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemeriitah
Nomor 65 Tahun 2Ol0 tentang Perubahan Atas Peraturan PemErintah Nomor 56 Tahun
2O05 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor l1O. Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8.

9.

10.

I l.
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801) 

9. Undang-Undang Nomnor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tetang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

J 
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 I Tahun 2O 1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomorl23, Tambahan Lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
527211'

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O 17 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor lO6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintahy Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O17 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Norrror 6, Tambahan Lembaran Ndgara Republik lndonesia Nomor 6847):

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O18 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178) ;

18. Peratur an Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 terrtang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

+
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 
5272); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintahy Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
No1nor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847): 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Republik Indonesia Nomor 6322);

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2O23 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor l0O, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6883);

21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20O6 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 20l5 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggunglawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2O2L tentang Anggaran Pendapatan dan
Eelanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (l*mba:an Daerah Kabupaten Badung Tahun 2O2l llcmor
9, Tambahan L,embaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1l Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Kabupaten Badung Nomor 1l);

25. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O22 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

r
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara. 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6883); 

21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

23. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Pedoman Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Eelanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lemba:an Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 'cmor 
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Kabupaten Badung Nomor 11); 

25. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 
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MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATITENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 3.705 .745.447.378,11
b. Pendapatan Transfer Rp. 898.419.918.524,02
c. lainlain Pendapatan yang Sah Rp. 5.531 .730.238,00

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 4.609.697.096. l40, l3

2. Belanja Daerah
a. Belanja Operasi

b. Belanja Modal

c. Belanja Tidak Terduga
d. Belanja Transfer

Rp. 2.724.494.988.O52, l0
Rp. 476.196.2a4.334,OO

Rp. 25.582.440.498,00
Rp. 443.605.939.474,OO

Jumlah Belanja Daerah

Surplus/(Defisit)

Rp. 3.669.879.652.358, r0

Rp. 939.817.443.742,O3
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas : 

Rp. 3.705.745.447.378,ll 
Rp. 898.419.918.524,02 

1. Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Pendapatan Transfer 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 5.531.730.238,00 

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 4.609.697.096.140,13 

2. Belanja Daerah 

a. Belanja Operasi 
b. Belanja Modal 
c. Belanja Tidak Terduga 

Rp. 2.724.494.988.052,10 
Rp. 476.196.284.334,00 
Rp. 25.582.440.498,00 

443.605.939.474,00 

Rp. 3.669.879.652.358,10 

Rp. 939.817.443.782,03 

d. Belanja Transfer Rp. ---------- 
Ju ml ah Belanja Daerah 

Surplus/ (Delisi t) 
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3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluarahn Pembiayaan

Rp. 205:624.738.29t,4o
Rp. 50.OO0.0O0.0OO,OO

si sa rebih ""-ril;ffJffliilrloj'
Rp. 155.624.738.291,4O

Rp 1.O95.442.182.OT5,43

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal I tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

(2) Penjabaran laporatl realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan nupali ini.

­ 
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3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Pem biayaan 
b. Pengeluarahn Pembiayaan 

Rp. 205.624.738.291,40 
Rp. 50.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Neto 

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 

Pasal 2 

Rp. 

Rp 

155.624. 738.291,40 

l.095.442.182.073,43 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

(1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke 
dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

(2) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 31 Agustus 2O23

TEN BADUNG.

ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 31

,m
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Pasal4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Badung. 

Ditetapkan di Mangupura 
pada tanggal 31 Agustus 2023 

I 
I ARNAWA 

Diundangkan di Mangupura 

mar@g!" 
SEKRE ARIS 0' PATEN BADUNG, 

EI SE, 
k 
'-01 . 

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 31 
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Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 3I TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANCGARAN 2022

NrP. 19720510 199903 1008

Kepala Bagla! Hukum
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Salinan sesuai dengan aslinya 
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 31 TAHUN 2023 
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 
Kepala Bagian Hukum ««we .wee ..1...... 
NIP. 19720510 199903 1 008 


